
PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG
NOMOR 1 TAHUN 2010

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELAN3A DAERAH

KOTA SINGKAWANG TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SINGKAWANG,

Menimbang a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Untang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844), Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) kepada Devvan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;

b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2010
yang dijabarkan dalam kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati
bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 17 Desember Tahun 2009;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebaglmana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Rancangan
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Singkawang Tabun Anggaran 2010;



Mr1 : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak &Erni dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang —
undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tabun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambanan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lernbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nornor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2008, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);



12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antaia pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);

13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Irdonsia
Nomor 4028);

15. Peraturan Pemerintah Nonnor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagamana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540) ;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lernbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjannan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);



22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Jan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tarrbahan Lembaran Negara Republik
Indonesia 4585);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daeran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonsia Nomor 4593);

25. Peraturan Pemerintah NOMOI 8 Tahun 2006 tentang Pelaparan Keuangan dan Kinerja Instansi Pernerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4614);

26. Peraturan Menteri Da!am Negeri Nomor 21 Tanun 2007 tentang Pengebmpokan Kemampuan Keuangan Daerah,
Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Perunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah serta tatacara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

28. Peraturan Menteri Dalam Nage(' Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;

29. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 2 Tahun 2.007 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daeran Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2007
Nomor 2);

30. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pckok Pengelolaan Keuanoan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor
11.) ;



31. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 6 Tanun 2008 tentang Pembentukart dan Susunan Organsasi Perangkat
Daerah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah
Kota Singkawang Nomor 14) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAEFtAH KOTA SINGKAWANG
dan

WALIKOTA SINGKAWANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KOTA SINGKAWANG TAHUN ANGGARAN 2010.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 sebagai berikut :



1 Pendapatan Daerah Rp 393,394,713,266.00
2 Bela* Daerah Rp 446,227,536,058.00

Surplus (Defisit) Rp (51,832,822,79200)

3 Pernbiawan erah :
a Penerimaan . • •• • _ ... • .• • .. •• • IM • Ma Rp 62773,630,392.00

Pengel uaran _ • Rp 10,940,807,600.00
Pembiayaan Netto

Sisa Lebih Pernbiayaan Anggaran tahun berkenaan

Pasal 2
(1) Pendapatan Daefah sebagairrana dimaksud dalam Pasal 1 terciri :

a Perdapatan Asli Daerah sejunlah

b. Dana perirrbangsrl sejurnan

c. Lan-lain pendwatan d rah yang sah sejurilah

Rp 51,832,822,792_00 

RP

RP 28 369.33a660 03
RP 317,506,472956 00
RP 47,518,906,650 03

(2) Peat i Daerah sb amaiadirrksui pada apt (1) huruf a lerdri dad jeris pendapaan :
a Paja( daerah sejardah RP 4,391,403,75000
b. Retribusi daerah seiurnah Rp 18,464.269,603 00
c. Hasil pengelotaan kekayaan daersti yang cipisatican sejurnIen RP 600 000,003.00
d. Lan-lain pendapatan ash i daerah yang sah sejurriah RP 4,913.660,310.00

(3) Dana perimbengan sebagairnana cirneksucl pada ayat (1) hauf b terdiri dal jenis pendapatan
a Dana bagi hasil sejumlah
b. Daa alokasi umun sejurriah

c. Dana alokasi khusus sejurriah

(4) Lan-lain pendapatan daerah yang sah sebagairrana cirnaksui pada ayat (1) hurl cterdiri s pendapaan

a Hitah sejurrlah
Dana darurat sejLrntah

c. Dana t3agi Has Pajak sejurriah
d Dana Penyesuaian dan Otoncmi Khusus slurriah

e. Bantuan keuangan di proOnsi atau perrerirtah daerah lainnya seitrrial

RP 23,099,166,956.03
RP 9,526,606,000.00
RP 24,920,700,000.00

RP
RP
RP 1 2993,93665100
RP 34,524,970,003.00

RP



Pasal 3
(1) Belanja Daerah sebagaimana climaksud dalam Pasal 1 tench ri dari:

a. Belanja tidak Langsung sejumlah Rp 249,700,178 269.00
b. Belanja Langsung sejumlah Rp 195,527,357,789.00

(2) Belanja Tklak langsung sebagalmana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja
a. Belanja pegawai sejurnlah Rp 219,253,131,600.00
b. Belanja bunga sejumlah Rp 1,314,336,569.00
c. Belanja subsidi sejumlah Rp
d. Belanja hibah sejumlah Rp 18,784,000 003.00
e. Belanja bantuan sosi al sejumlah Rp 7,972,880,000.00
f. Belanja bagi hasil sejumlah Rp -
g. Belanja bantuan keuangan sejumlah Rp 2,125,830,100.00
h. Belanja tidak terduga sejumlah Rp 250,000000.00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
a Belanja pegawai sejumlah Rp 25,551,122,967.00
b. Belanja barang dan jasa sejumlah Rp 69,892,053,067.00
c. Belanja modal sejurnlah Rp 100,084,131 755.00

Pasal 4
(1) Pernbiayaan Daerah sebagaimana dimakstri dalam Pasal 1 te-diri dari :

a. Penenmaan sejumlah Rp 62,773,630,392.00
b. Pengeluaran sejumlah Rp 1 0,940,807,600.00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tendiri dari jenis pemblayaan :
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA) sejurnIah Rp 3,107,694,206.00
b. Pencairan dana cadangan sejumlah RP
c. Hasil Penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan sejLmlah Rp
d. Penerimaan Pinjarnan daerah sejumlah Rp 59,202,244,775.00
e. Penerimaan kernbali pemberian pinjarnan sejumlah Rp
f. Penerimaan partang daerah sejumlah Rp 453,691,411.00

(3) Pengelua ran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
a Pemtentukan dana cadangan sejumlah Rp
b. Penyertaan modal (Investasi) Pernerintah Daerah sejurnlah Rp 750,000,000.00
c. Pernbayaran f:okok utang sejumlah Rp 10,190,307.600.00
cl, Pembenan pinjaman daerah sejumlah Rp



Pasa I 5

Uralan leblh lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Singkawang Tihun Anggaran 2010 sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini yang terdiri

1.

2.

3.

Lampiran I

Lampiran II

Lampiran

Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daeran;

Rincian APBD menurut urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi;

Ringkasan Rancangan APBD menurut Organisasi dan Urusai Pemerintahan;
4. Lampiran III Rincian APBD menurut urusan Pemerintah Daerah, Or9anisasi, Pendapatan. Belanja dan

Pembiayaaan;
5. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut urusan Pemerintah Daerah, Crganisasi, Program dan kegiatan
6, Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan ketenaduan urusan Pemerintah Daerah

dan Fungsi dalam kerangka Pelgelolaan Keuangan Negara
7. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
8. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
9, Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
10. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
11. Lampiran X Daftar Perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya;
12. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumny4 yang belum diselesaikan dan

dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
13. Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah ; dan
14. Lampiran XIII Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah;



Pasal 6

Walikota menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan
operasional pelaksanaan APBD;

Pa sal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintankan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Daerah Kota Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 24 Pebruari 2010

WALIKOTA SINGKAWANG

t t d

HASAN KARIMAN

Diundangkan di Singkawang
Pada tanggal 24 ebruari 2010

tKtARcIçA H KOTA INGKAWANG

T/ix

DAERAH KOTA SING WANG TAHUN 2010 NOMOR 1.


